
BUPATI REJANG LEBONG 
INTRUKSI BUPATT REJANG LEBONG 

NOMOR 0998 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 
DI KABUPATEN RE)JANG LEBONG 

BUPATI RE)ANG LEBONG, 

Berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan 
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022 Tentang Kabupaten/ 
Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, Kabupaten 
Rejang Lebong merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi Kabupaten Prioritas 
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023-2024. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mengintruksikan: 

Kepada 

Untuk 
PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 
2. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong; 
3. Kepala Dinas/ Badan/ Jnspektur di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong; 
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong; 
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; dan 
6. Lurah/ Kepala Desa Se-Kabupaten Rejang Lebong. 

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, 
fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan 
sasaran dan lntegrasi program antar Dinas/Instansi/Badan dengan 
melibatkan peran serta masyarakat. 

Melaksanakan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 
secara tepat sasaran melalui strategl kebijakan yang meliputi: 
a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 
b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 
c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

Khusus kepada: 
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk: 

a. Memfasilitasi pemukhtahiran dan sinkronisasi data penerima 
bantuan kemiskinan ekstrem dengan Nomor Induk 
Kependudukan, nama, dan ala mat ( by Nomor Induk 
Kependudukan, by name, dan by address); dan 

b. Memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan untuk 
melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk 
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Kependudukan, nama, dan alamat (by Nomor Induk 
Kependudukan, by name, dan by address). 

2. Kepala Dinas Sosial, untuk: 
a. Melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka memutakhirkan 

Data Terpadu Kesejehteraan Sosial sebagai data dasar dan 
sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 

b. Mengawasi penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan 
ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem; 

c. Mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi 
para penerima manfaat; dan 

d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa untuk mendorong pembentukan pusat kesejahteraan 
sosial (Puskesos) disetiap desa sebagai wadah pengaduan 
persoalan kemiskinan; menerima keluhan, memberikan 
penanganan dan rujukan program bantuan; manjadi database 
aduan perihal kesejahteraan sosial kemasyarakatan dan 
menjadi perantara pemberian bantuan di daerah. 

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk: 
a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta 

menyiapkan program/ bantuan pendidikan secara tepat 
sasaran; dan 

b. Mengawasi penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar agar 
tepat sasaran. 

4. Kepala Dinas Kesehatan, untuk: 
a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, baik 

upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan 
masyarakat (UKM), khususnya di daerah lokasi prioritas 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 

b. Meningkatkan kesehatan keluarga miskin ekstrem melalui 
komunikasi, informasi dan edukasi serta pemanfaatan home­ 
based record, dan pemberdayaan masyarakat; 

c. Melakukan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, 
termasuk pencegahan dan penanganan stunting; 

d. Mendorong peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan 
sehat melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarkat; 
dan 

e. Mendorong kepesertaan keluarga miskin ekstrem agar 
terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan Nasional. 

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk: 
a. Menyediakan dan mengelola data Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) desa untuk 
penanganan kemiskinan ekstrem; 

b. Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan 
Langsung Tunai Desa dan Program Padat Karya; 

c. Membina dan menggerakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 
dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang 
mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem serta unit 
usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani;dan 

d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendorong 
percepatan penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem 
berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan 
dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan. 
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6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, untuk: 
a. Melakukan evaluasi, pengkajian dan penyempumaan 

kebijakan, program dan anggaran di bidang pekerjaan umum 
dan perumahan rakyat dalam rangka percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem; 

b. Menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan 
lingkungan; dan 

c. Memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan 
rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin 
ektrem; 

7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 
Perindustrian, untuk: 

a. Memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta 
pendampingan dan pelatihan bag\ koperasi dan usaha 
mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin 
ekstrem; dan 

b. Melakukan penumbuhan wirausaha baru industri bagi 
keluarga miskin ekstrem. 

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk: 
a. Melakukan perluasan kesempatan kerja dan memberikan 

kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja 
baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang 
sudah ada, serta menyiapkan pelatihan program vokasi untuk 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan 

b. Mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem. 

9.Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, untuk: 
a. Memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin 

ekstrem; 
b. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada 

kelompok tani; dan 
c. Melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk 

mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan. 
10.Kepala Dinas Pariwisata, untuk memfasilitasi pengembangan 

pariwisata dan ekonomi kreatif bagi masyarakat miskin ekstrem. 

11.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk Menyiapkan 
alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam upaya percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kemampuan 
daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk 
memastikan program/kegiatan/subkegiatan percepatan 
penghapusan kemiskinan esktrem terakomodir dalam Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

13.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk: 
a. Menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung 

penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan 
kemiskinan ekstrem termasuk penurungan stunting; 

b. Menyiapkan dan memberikan pelayanan program 
pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga 
berencana serta intervensi percepatan penurunan stunting 
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kepada keluarga miskin ekstrem. 
14. Inspektur, untuk melakukan pengawasan percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, termasuk 
bantuan sosial dan kegiatan padat karya yang bersumber dan 
anggaran pendapatan dan belanja desa. 

15.Para ca mat, untuk: 
a. Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem di desa dan kelurahan, 
terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program 
Padat Karya yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja desa; 

b. Mendorong percepatan musyawarah desa untuk penetapan 
data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil 
musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita 
acara musyawarah desa/kelurahan. 

Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan 
Ekstrem dibebankan kepada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau 
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

a. Dinas/Instansi perangkat daerah dalam melaksanakan upaya 
percepatan kemiskinan ekstrem berpedoman pada Surat 
Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan 
Manusia RI nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Program Perc:epatan Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem dan berkoordinasi serta melaporkan hasil 
kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Bappeda selaku 
Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 

b. Sumber dan jenis data yang digunakan perangkat daerah dalam 
implementasi program adalah Data Pensasaran Percepatan 
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dapat diperoleh 
setelah mengajukan permohonan dan berkoordinasi dengan 
Bappeda; 

c. Pelaksanaan Instruksi Bupati ini dikoordinasikan oleh Wakil Bupati 
selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 

Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. 

SUL EFFENDI,M.M. 

Terbusan: 
I. Gubernur Bengkulu; 
2. Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong; 
3. Tenaga Ahli Program Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan 

ooewrr.let ce (p40)she,4j.0Le 

4, Koordinator PKH Kabupaten Rejang Lebong 
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